SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 40
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa penataan dan pembentukan kelembagaan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 40
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa dalam rangka epektifitas pelaksanaan tugas
umum pemerintahan terkait urusan pemerintahan
bidang pendidikan dengan melakukan perubahan dan
penyempurnaan kelembagaan koordinator wilayah
bidang pendidikan, maka ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu di ubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 40
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



-2 -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2020 Nomor 120).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 40 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor
40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 120,
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k angka 7
dibentuk unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja
meliputi setiap Kecamatan di Daerah.

(2) Ketentuan ayat (2) dihapus.

(3) Ketentuan ayat (3) dihapus.

(4) Ketentuan ayat (4) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Koordinator wilayah Pada UPTD Balai Pelaksana
Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Kepala UPTD;

(2) Ketentuan ayat (2) dihapus;

(3) Ketentuan ayat (3) dihapus;

(4) Ketentuan ayat (4) dihapus;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, dan
penunjukan jabatan yang bertugas menghubungkan
tugas Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan
Formal, diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2021
BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 62



